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ABSTRAK 

 

Indah Agustina. 202010115009. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas 

Perlawanan Debitur Dalam Penundaan Eksekusi Hak Tanggungan. 

 

Pada suatu kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di masyarakat dapat 

diperhatikan bahwa umumnya yang menjadi persyaratan yaitu adanya penyerahan 

jaminan utang oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang memberi jaminan 

dapat berupa barang benda, sehingga memberikan pemegang jaminan hak 

kebendaan. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur mempunyai hak untuk menjual 

jaminan atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tetapi dalam 

praktiknya sering terjadi perlawanan dari pihak debitur tereksekusi sehingga 

menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan seperti pada putusan nomor 

131/Pdt.G/2019/PN Kpn dan putusan nomor 30/PDT/2019/PT BNA.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara 

penundaan eksekusi Hak Tanggungan dan juga perlindungan hukumnya bagi 

kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif 

adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 

norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan 

kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.  

Hasil penelitian yaitu pada Putusan nomor 131/Pdt.G/2019/PN Kpn pertimbangan 

hakim tersebut telah keliru dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya karena 

Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Hak Tanggungan Peringkat ke II saja 

sebagai dasar penilaian nilai tafsir agunan dalam perkara tersebut untuk menjamin 

pinjaman kredit Para Penggugat dan tidak memperhitungkan atau menjumlahkan 

dengan nilai Hak Tanggungan I. Pada putusan nomor 30/PDT/2019/PT BNA 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan ini sudah benar dan 

tepat sehingga mampu memberikan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan dengan berpedoman pada putusan nomor 674 

K/Sip/1974 dan putusan nomor 786 K/ Pdt/1988 bahwa Para Penggugat merupakan 

Para Pelawan yang tidak benar yang bukan merupakan pihak ketiga melainkan 

debitur/pemilik jaminan sehingga tidak dapat menunda atau membatalkan proses 

lelang tersebut karena berdasarkan pada Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT. 

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap perlawanan/gugatan dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yaitu pada perjanjian kredit, Pasal 6 UUHT 

dikuatkan juga pada APHT yang sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan, 

melalui perdamaian, melalui beracara di persidangan, melalui upaya hukum dan 

berdasarkan Pasal 27 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, eksekusi dapat dilaksanakan 

selama tidak adanya gugatan dari pihak lain/pihak ketiga. 

 

Kata kunci : Hak Tanggungan, Eksekusi, Perlawanan, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

 

Indah Agustina. 202010115009. Legal Protection for Creditors Against Debtor 

Resistance in Delaying the Execution of Mortgage Rights. 

In a borrowing and lending activity that occurs in the community, it can be noted 

that generally the requirement is the submission of debt collateral by the borrowing 

party to the party providing collateral in the form of property, thus giving the holder 

of the security a property right. In the event that the debtor defaults, the creditor 

has the right to sell the collateral on its own power based on Article 6 of the UUHT. 

But in practice there is often resistance from the executed debtor so that it hinders 

the execution of Mortgage Rights such as in decision number 131/Pdt.G/2019/PN 

Kpn and decision number 30/PDT/2019/PT BNA. 

This study aims to determine the consideration of judges in cases of postponement 

of execution of mortgage rights and also legal protection for creditors. The 

research method used is normative research method is a research process to 

examine and study the law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal 

doctrines, legal theories and other literature to answer the legal problems studied. 

The result of the research is that in Decision number 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the 

judge's consideration was wrong in describing the actual facts because the Panel 

of Judges only stated that the Second Rank Mortgage alone was the basis for 

assessing the value of the collateral interpretation in the case to guarantee the 

Plaintiffs' credit loans and did not take into account or add up to the value of the 

First Mortgage. In decision number 30/PDT/2019/PT BNA, the judge's 

consideration in deciding the case in this decision was correct and precise so that 

it was able to provide a legal certainty in the implementation of the execution of 

mortgage rights based on decision number 674 K / Sip / 1974 and decision number 

786 K / Pdt / 1988 that the Plaintiffs were incorrect Opponents who were not third 

parties but debtors / collateral owners so that they could not delay or cancel the 

auction process because it was based on article 6 jo. article 20 paragraph (1) letter 

a UUHT. Legal protection for creditors against resistance / challenges in the 

execution of mortgage rights is in the credit agreement, article 6 of the UUHT is 

also strengthened in the APHT which has been registered at the Land Office, 

through peace, through trial proceedings, through legal remedies and based on 

article 27 of PMK Number 213 / PMK.06 / 2020, execution can be carried out as 

long as there is no claim from other parties / third parties. 

 

Keywords: Mortgage, Execution, Resistance, Legal Protection 
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ABSTRAK 

 
 

Alfiyyah Azhaar 201910115153. “Ganti Rugi Sengketa Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Patungan Modal” 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ganti rugi sengketa wanprestasi dalam 

perjanjian patungan modal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang- 

undangan (statue approach), yurisprudensi, dan pendekatan kasus (case approach). 

Selanjutnya ada tiga baha, hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Perjanjian patungan modal menjadi salah satu bentuk kerjasama antara pihak-pihak 

dalam berinvestasi dan mengelola suatu proyek atau usaha. Namun, sengketa 

wanprestasi seringkali muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian 

patungan modal tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi memainkan peran penting dalam 

penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian patungan modal. Pihak yang 

mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak berhak untuk mendapatkan 

kompensasi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi dapat berbentuk kerugian 

aktual, kehilangan potensial, atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

Namun, dalam praktiknya, penerapan ganti rugi dalam sengketa wanprestasi dapat 

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesulitan 

dalam mengukur jumlah ganti rugi yang sesuai, perbedaan interpretasi terhadap 

klausul-klausul dalam perjanjian, serta kendala hukum dan prosedural dalam 

mengajukan tuntutan ganti rugi. 

 

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian patungan modal, Ganti rugi 
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ABSTRACT 

 

 
Alfiyyah Azhaar 201910115153. “Compensation for Default Disputes in the 

Capital Joint Venture Agreement” 

 

This Thesis Aims To Determine Compensation For Default Disputes In Capital 

Joint Venture Agreements. Writing This Thesis Uses Normative Legal Research 

Methods, Namely Research That Uses A Statutory Approach, Jurisprudence And A 

Case Approach. Furthermore, There Are Three Legal Languages Used In This 

Research, Namely Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, And 

Tertiary Legal Materials. 

A Capital Joint Venture Agreement Is A Form Of Collaboration Between Parties In 

Investing And Managing A Project Or Business. However, Default Disputes Often 

Arise When One Of The Parties Does Not Fulfill Its Obligations In Accordance 

With The Agreement Stated In The Joint Venture Capital Agreement. 

The Research Results Show That Compensation Plays An Important Role In 

Resolving Default Disputes In Capital Joint Venture Agreements. The Party Who 

Suffers Losses Due To Breach Of Contract Has The Right To Receive 

Compensation For The Losses Suffered. Compensation Can Take The Form Of 

Actual Losses, Potential Losses, Or Other Forms Of Compensation In Accordance 

With Applicable Law. 

However, In Practice, Implementing Compensation In Default Disputes Can Face 

Various Challenges. Some Of These Challenges Include Difficulties In Measuring 

The Appropriate Amount Of Compensation, Differences In Interpretation Of The 

Clauses In The Agreement, As Well As Legal And Procedural Obstacles In Filing 

Compensation Claims. 

 

Keywords: Default, Joint Venture Agreement, Compensation 
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ABSTRAK 

 

 

Dita Septiani. 202010115139. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran 

Makanan Kadaluarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen 

 

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat 

asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. Kadaluarsa itu adalah suatu keadaan dimana 

suatu produk sudah dinyatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang 

ditentukan layak pada kemasannya.  

Pelaku usaha tetap saya menjual makanan yang sudah kadaluarsa tentu jelas ini 

sangat merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya makanan kadaluarsa 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran 

makanan kadaluarsa yang dijual kepada konsumen. Metode penelitian ini adalah 

yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka 

teori dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan 

penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan konsumen dari 

makanan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 

7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengambilan 

uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan 

dalam tenggang waktu (7 hari setelah tanggal transaksi). 

 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Makanan Kadaluarsa 
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ABSTRACT 

 

Dita Septiani. 202010115139. Consumer Protection Against the Distribution of 

Expired Food Reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 

Protection 

 

Protection of consumers is part of consumer law which contains principles, rules 

that are regulatory in nature and also contain characteristics that protect the 

interests of consumers. Expiration is a condition where a product has been 

declared unfit because the time specified on the packaging has passed. 

My business actors still sell food that has expired, of course this is very 

detrimental to consumers. The aim of this research is to find out what legal 

protection is for consumers regarding the circulation of expired food according to 

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the 

responsibilities of business actors regarding the distribution of expired food sold 

to consumers. This research method is normative juridical, literature study, 

descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework, as 

well as legal sources relevant to the research. 

Based on the results of this research, the form of consumer protection from 

expired food is reviewed from Law Number 8 of 1999 in Article 7 letters f and g 

and Article 19 paragraphs 1 and 2 where business actors are responsible for 

providing compensation. Compensation as intended takes the form of taking 

money or replacing goods and services of the same or equivalent value, or health 

care and providing compensation in accordance with the provisions of the 

applicable laws and regulations. Compensation is provided within the grace 

period (7 days after the transaction date). 
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ABSTRAK 

 

Lutfi Salma Az’zahra. 202010115138. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Atas Peredaran Obat Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen  

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-

asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. Obat palsu adalah obat yang di produksi oleh 

yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah 

memiliki izin edar. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya obat palsu ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas obat 

palsu. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis 

deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber 

hukum yang relevan dengan penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

atas beredarnya obat palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam 

pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa 

pengambilan uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Palsu, Tanggung Jawab, Ganti Rugi 
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ABSTRACT 

 

Lutfi Salma Az'zahra. 202010115138. Legal Protection for Consumers Against 

Circulation of Counterfeit Drugs Reviewed From Law Number 8 of 1999 

Concerning Consumer Protection 

Consumer protection is part of consumer law that includes principles and 

regulations aimed at both regulating and protecting consumer interests. 

Counterfeit drugs are medications produced without proper authorization 

according to prevailing regulations, or drugs labeled to mimic the identity of other 

approved medications. 

The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection for 

consumers regarding the circulation of counterfeit drugs as reviewed under Law 

Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and to understand the 

responsibilities of businesses towards consumers regarding counterfeit drugs. The 

research method used is juridical normative, literature study, descriptive analysis, 

utilizing theoretical frameworks, conceptual frameworks, and relevant legal 

sources. 

Based on the research findings, legal protection for consumers against the 

circulation of counterfeit drugs under Law Number 8 of 1999 is detailed in Article 

7 letters f and g, and Article 19 paragraphs 1 and 2, where businesses are 

responsible for providing compensation. Compensation may include 

reimbursement in cash, replacement of goods and services of equal value, 

healthcare, and appropriate compensation as stipulated by prevailing regulations. 

 

Keywords: Consumer Protection, Counterfeit Drugs, Responsibilities, 

Compensation 
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ABSTRAK 

 

Putri Nadia. 202010115135. Tinjauan Yuridis Gugatan Ganti Rugi Perbuatan 

Melawan Hukum Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Melalui Media Pers. 

Pencemaran nama baik melalui media pers seringkali menjadi kasus yang umum 

terjadi dalam dunia hukum modern. Media pers memegang peranan penting dalam 

membentuk pandangan masyarakat, namun juga memiliki tanggung jawab besar 

dalam menjaga kebenaran dan integritas informasi yang disampaikan. Gugatan 

ganti rugi atas pencemaran nama baik melalui media pers menjadi isu yang 

kompleks, karena mempertimbangkan antara kebebasan pers dengan perlindungan 

hak individu dari fitnah atau tuduhan yang tidak benar. Dalam praktiknya, 

pembuatan dan penyiaran berita oleh media pers bisa saja melanggar hukum jika 

memenuhi unsur-unsur pasal 1365 BW, yang mencakup perbuatan yang tidak sah, 

kesalahan, dan menimbulkan kerugian yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena 

itu, penting untuk memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai 

pedoman moral dalam menyusun dan menyebarkan berita. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempelajari teori, konsep, dan 

peraturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberitaan, seperti pencemaran nama baik, 

fitnah, dan dusta, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang 

merugikan orang lain. Pengaturan mengenai pemberitaan di media pers perlu 

diperhatikan untuk menghindari penghinaan atau fitnah. Pemerintah diharapkan 

memperhatikan implementasi UU Pers dalam menyelesaikan perkara pers di 

pengadilan, untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu 

terpenuhi dengan baik. 

Kata kunci: Media Pers, Pencemaran Nama Baik, Ganti Rugi 
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ABSTRACT 

 

Putri Nadia. 202010115135. Judical Review Of Claims For Compensation For 

Unlawful Acts Based On Defamation Through The Press Media.  

Defamation through the press is often a common case in the modern legal world. 

The press media plays an important role in shaping public views, but also has a big 

responsibility in maintaining the truth and integrity of the information conveyed. 

Claims for compensation for defamation through the press media are a complex 

issue, because they weigh the freedom of the press and the protection of individual 

rights from slander or false accusations. In practice, the creation and broadcast of 

news by the press media may violate the law if it meets the elements of article 1365 

BW, which includes illegal acts, mistakes and causing losses that are protected by 

law. Therefore, it is important to understand and apply the Journalism Code of 

Ethics as a moral guideline in compiling and disseminating news. The approach 

used is a normative juridical approach, which studies theories, concepts and legal 

regulations related to this problem. The research results show that errors in 

reporting, such as defamation, slander and lies, can be categorized as unlawful acts 

that harm other people. Regulations regarding reporting in the press media need 

to be paid attention to to avoid insults or slander. The government is expected to 

pay attention to the implementation of the Press Law in resolving press cases in 

court, to ensure justice and protection of individual rights are properly fulfilled. 

Keywords: Press Media, Defamation, Compensation 
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